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BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 3 TAHUN 2016 
 

TENTANG 

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  

DI KABUPATEN SUKOHARJO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUKOHARJO, 
 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, besaran penghasilan tetap Kepala Desa 
dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo; 

Mengingat  : 

 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 125); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2006 
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 197); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 172); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 
Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Nomor 224); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP 
KEPALA  DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN 
SUKOHARJO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 

2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.  

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah.  

8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, 
yang terdiri dari Sekretariat desa, pelaksana 
kewilayahan, dan pelaksana teknis. 

9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta 
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana 
keuangan tahunan pemerintahan desa. 

11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 
adalah dana perimbangan yang diterima Daerah 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang 
sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat 
Desa setiap bulan yang bersumber dari ADD dan 
dianggarkan dalam APBDesa.  
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud diberikannya Penghasilan Tetap Kepala Desa 
dan Perangkat Desa adalah untuk peningkatan 
kesejahteraan dan taraf hidup Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 

(2) Tujuan diberikannya Penghasilan Tetap Kepala Desa 
dan Perangkat Desa adalah agar terwujud 
peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas 
dan kewajiban Kepala Desa dn Perangkat Desa. 

 
BAB III 

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT 
DESA 

Pasal 3 

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD. 

  
Pasal 4 

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan 
sebagai berikut: 

a. Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) 
tiap bulan; 

b. Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil sebesar 
Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tiap 
bulan; dan 

c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu 
juta delapan ratus ribu rupiah) tiap bulan. 

 
BAB IV 

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DARI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL 

Pasal 5 

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak 
mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 huruf a. 
 

BAB V 
PENGHASILAN TETAP PENJABAT KEPALA DESA 

Pasal 6 

(1) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri 
Sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. 

(2) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Perangkat 
Desa diberikan penghasilan tetap selaku Penjabat 
Kepala Desa. 
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(3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak diberikan Penghasilan Tetap selaku 
Perangkat Desa. 

(4) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari tokoh 
masyarakat diberikan penghasilan tetap sesuai 
ketentuan dalam Pasal 4 huruf a. 

 
BAB VI 

MEKANISME PENYALURAN PENGHASILAN TETAP 

Pasal 7 

(1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Desa. 

(2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterimakan sesuai dengan tahapan pencairan 
ADD. 

(3) Tata cara pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa 
dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang bersumber dari ADD diatur dengan Peraturan 
Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa. 

(4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
yang tidak dapat diberikan akibat pemberhentian 
Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terjadi 
sebelum ditetapkannya Perubahan APBDesa, 
dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan 
pembinaan kemasyarakatan dan ditetapkan dalam 
Perubahan APBDesa. 

(5) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 
yang tidak dapat dibayarkan akibat pemberhentian 
Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terjadi setelah 
ditetapkannya Perubahan APBDesa menjadi Sisa 
Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun berkenan. 

 
 

BAB VII 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 8 

Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap Kepala Desa dan 
Perangkat Desa merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari pertanggungjawaban ADD. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 
Januari 2016. diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Sukoharjo. 

 
Ditetapkan di Sukoharjo 
pada tanggal 19 Januari 2016 

Pj. BUPATI SUKOHARJO, 
 
                    ttd 
 

AGUS SANTOSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diundangkan di Sukoharjo 

pada tanggal  19 Januari 2016 

     Pj. SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN SUKOHARJO, 

                    ttd 

           EKO ADJI ARIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2016 NOMOR 3 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

BUDI SUSETYO, SH, MH 

Pembina 

NIP. 19730705 199203 1 004 

 


